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KABINET PRESIDEU

PERATHRAN PEMERINTAH Noo 22 TAHUN 1951
 TENTANG _
PEMBERIAN TUNDJANGAN DJABATAN,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dianggap perlu mengatur lafi tundjangan-drljatan dan
pemberian pengganti biaja keperluan representasi bagi bebe-
rapa pemanglku djabatan;

Mengingat : a, Peraturan dalam Bijblad No, 15052 sebagaimana difubah dan
ditambah, terachir dalam Bijblad No, 1525¢;

be surat Keputusan Presiden Hepllblik Indonesia dahulu ter=-
tanggal 15 Agustus 1950 Noo4l/1950;

¢, surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik'Indonesia
dahulu tertanggal 16 Agustus 1950 Ho. Up 23/6/21;

Mengingat pula : pasal 119 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

MLMUTUSKAN

Dengan membatalkan semua peraturan-peraturan jang bertentangan
dengan peraturan ini, menetapkan:

PERATURAN TENTANG PEMBERIAN TUNDJANGAN DJABATAN,
Pasal 1.

Kepada para pemangku djabatan-djabatan jang digadji menurut
"PeG.Pe 1948" jang tersebut dibawah ini, tiap-tiap bulan dibdrikan tune=
djangan-djabatan sebaznjak djumlah jang djtetapkan untuk masing-masing
djabatan itu sebagai berkkut :

DJABATAN: : BESAR TUNDJANGAN:

1'0 Ketua Mahkamah hgung PP eEND00Cs00EEOBN0RORBERBTDBBEOR R 2500"

2 Djaksa Agung pada Mahkamah AQUNEZ cepcsssscsecssssssses " 250,=

3a Ketua Dewan PengﬂWﬂB Keuanﬂan P O0e®OOOERPADPED RO OO0 OB S o) 2003-

e Gubernur dalam Djabatan aktip Pamongpradja ssecoeseese " 250g=

O Direktur Kabinet Presidan scccesseossccsscscsssssccsss " 225,

6, Ketua Balal Perpuruan TINEEL L.ccesossonsessevesngassnn’ o2y

gb Sekretaris Perdana llehteri SRV 8 80808 DRRCO0sEs s snOADON " 225.-

8. Kepala Kantor Urusan Pegawai BN OO0 A RTIO NS ORDSBIREIR D L 225¢-

9. Sekretaris Djenderal Uewan Perwakilan Kakjat cocescoses " 175e=
lO¢ ocekretaris Dewan llenteri s00CUeMmaBeBOEDBE0Bs0BB e ERD RS ol 175e-
11, Direktur Lembaga Alat,alat fembajaran Luar Negeri ,seeo0 " 2250=
12, Sekretaris Ujenderal Kementerian $POEDOREOOREORCECEDRES » 2250-
13% Thesaurier Ujandﬂtal P eBOOPPOBOOPOS s s nB OB es0ERRE " 2000~
1lhe Kepala Djawavan Kepolisian Negara geccosesscssenssessss " 200,=
15% Kepala Djawatan Kerbta'ﬂpi pessseeposcenOBOIRCO OO ORISR w 200."
16. Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon csceessessse " 200e=
17% Kepﬁla Djawatan Pelajaran 08B CDO00RBBO0ONPO00BSD RIS ORE ¥ 200.-
18, Kepala Djawatan Pusat jang organiek .oocessessesssesess " 150, =
;9& Wali Kota Djﬂkagta.-n.--o:apo-sosooaenuoonoonouupslnll': %50h-,4 \
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PENDJELAGSAN
PERATURAN PEMERINTAH Noo,22 TAHUN 1951

tentang
PEMBERIAN TUNDJANGAN DJABATANg

Berhubung dengan terbentuknja Negara Kesatuan, maka di-
pandang perlu untuk menetapkan satu peraturan baru tentang pem-
berian tundjangan-djabatan jang akan berlaku untuk seluruh
Negara Indonesia,

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka peraturan-peraturan
dahulu mengenai hal ini, jang temmaktub dalam :

Bijblad No, 15052 sebagaimaha diubah dan ditambah terachir
dalam Bijblad 15250,

surat Keputusan Fresiden republik Indonesia ddiiu tanggal
15 Agustus 1950 Noe41/1350,

surat Keputusan #enteri Dalam Negeri Republik Indonesia
dahulu tanggal 16 Agustus 1950 No. U.Pe 23/6/21, tidak akan
berlaku lagi,

Kesempatan ini diperfgunakan pula untuk memberikan tundjangan-
djabatan itu kepada beberapa pemangku djabatan jang dahulu tidak
diberikan tundjangan itu, oleh karena dipandang adil serta perlu
untuk mereka, mengingat kedudukannja dalam masjarakat dewasa ini,

Tund jangan=d jabatan dimaksudkan dalam pasal 1 diberikan
setiap bulan bersama d engan dan disampding gadji pemangku djabatan
Jjang bersangkutan, sedang tundjangan djabatan termaksud dalam
pasal 3 tidak diberikan tetap setiap bulan, melainkan hanja djika
diminta oleh pegawal jang bersangkutan menurut keperluan deangan
meuperhatikan ketentuan dalam pasal 4,

Jang dimaksudkan dengan pegawai=pegawai tersebut dalam pasal
3, ialah Kepala-kepala Djawatan FPemerintah Pusat jang harus pering
berhubungan dengan umum, atau lain-lain pegawai-tinggi pada "“eme-
rintah Pusat Jjang diserahi pimpinan dan pengawasan atas lebih
dari satu Djawatan Pegawai-pegawai ini akan ditundjuk kemudian
dengan penetapan Perdana Menteri atas usul Menteri jang bersang=
kutan,

TAMBAHAN DEMBARAN NEGAKA Noe 98,



faBat 2.

pila
ApaZdalam hal jang luar biasa dan untuk kepentingan represen=
tasi Jang chusus perlu dikeluarkan biaja jang melebihi djumlah tersebut
dalam pasal 1, maka sebelum pengeluaran dilakukan dapatlah diadjukan
permintaan untuk mendapat penggantian bimja jang tidak dapat dibajar dari
djumlah termaksud diatas,

Pegawai jang tersebut dibelakang nomor 4, 13, 1%, 18, 19, 20, 21,
22 dan 23 dalambasal 1, dapat mengadjukan permintasn itu éisertai kete=
rangan-keterangan jang lengkap dan anggaran biaja kepada Menteri Dalam
Hegeri, jang mengambil keputusan sesuai dengan petundjuk-petundjuk jang
akan dikeluarkan oleh Menteri Keuangang Pegawal jang lain, tersebut dalam
pasal itu, mengadjukan permintaan tersebut kepada.Menteri Keuangan,

Pasal 3¢

Pegawai-pegawai lain, jang tidak tersebul dalam pasal 1 gapat di-
tundjuk oleh Perdanaj Menteri atas usul Menteri jang bersangkutan, seba=
gai pegawai jang berhak meminta penggantian kerugian jang dikeluarkan
oleh mereka untuk keperluan representasi setinggi-tingginja sedjumlah

200,~ tiap-tiap bulan,

Pasal 4,

l. Permintaan penggantian untuk keperluan Tedpreseantasi seperti termak-
sud dalam pasal 3 harus diadjukan kepada Menteri jang bersangkutan
disertai surgt-surat bukili Jjang diperlukarn,

2e¢ Penggantian penggluaran itu hanja dapat dibajarkan, bila pengeluaran
itu menurut pendapa¥ pembesar jang tersebut dalam ajat 1 sesuai de=
ngan kepengingan Negeri dan sesual dengan pedoman jang akan diberikan
oleh Menteri keuangan,

Pasal 5.

Dalam hal=hal jang belum diatur dalam peraturan ini atau dalam hal"”
peraturan ini berlaku kurang pepa¥, maka Menteri Keuangan mengambil ke=
putusan setelah mendengan Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Pasal O,

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan
beriaku surglt sampai tanggal 1 Djanuari 1951. - -

Agar supaja sebiap orang dapae‘ﬁ;ngetahuinja memerintahkan pengundé
dangan Peraturan Pemerintah inij/dengan penempatan dalam Lembaran Negara
Hepublik Indonesia,

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Maret 1951,
PoakSTDEN REPUBLIE INDONLSIA,
ttd, SUKARNO

PERUANA MENTERI, |
ttd, MOHAMMAD WATSIH *@
Diundangkan Al
ada tanggal 19 Maret 1951, MENTERI KEUANGAN
ttd, SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA
MENTERI KEHAKIMAN,
ttde. WONGSONEGORD Lembaran Negara No, 34 Tahun 1951,
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5f¢g;// Disampaikan dengan hormat kepada Saudara? BupgtiQ se;u—
ruh Atjeh ( + rekaman buat Wedanal2 jang bersanglvtan) untuk
dimaklumi dan dipexrgunakan seperlunja.-

A.n.Koordinator-Pemerintahan untuk

At jeh
Bupati /b, -

_-~7/1LHoesin./

Salinan.
,Eu‘u ;»; LA PRESIDEN

PERATMURAN PRMININUAY Wo,22 TAIUN IS5L

TENSANG
PEMBIRIAN TUNDJANGAN DJIABLT.N,

PRESIDEN REPUALIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dianggap perlu mengabur lagi tund jangan-tund jangan
d jabatan dan pemberian pengranti bilaja keperluwan represen-
tasi bagi beberapa pemangku djabatan;

Mengingat : a. Peraturan dalom Bijblad No.l5052 sebagaimana diubah dan
ditamoah, terachir dalam Bijblad No.lH25Q;

b, surat Keputusan Presiden Republik Iné@nesia dahulu ter-
tanggal 15 Agustus 1950 Jo,41/1950;

c. surat Keputusan lianteri Dalam llegeri Republilc indopmsia
dahulu tertanggal 16 Asustus 1950 No.Up 23/6/21;

lengingat pula: pasal 119 Undang-undang Dasar Sementara Republik indo-
nesiaj

HENU2US3RAN

Dengan membatalkan semuva peraturan-peraturan Jang bertentangen dengan
peraturan ini, menetapkan:

PERATURAN TENTANG PINBERIAN TUNDJANCGAN DILDATAN,
Pasal 1,

Kepada para pemangku djabatan-djabatan Jang digadji menurut YP.G.P,
1948" jang tersebut dibawah ini, Giap-tiap bulan diberikan tund jangan=
djabatan sebanjak djumlah jang ditetapkan uniuk masing-masing djabatan
itu sebagal bverikut:

_ DJABATAN: BESAR [UNDJIANCAN:
1. Ketw I»Viahkamah Agungcq--------.-. .

I.liil..'l.a'.-'lnnoq...R 250.-

NCHEN S L e
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2, Djaksa Agung pada lahkamah AGUNE esessscssarsscrsana R 250.7
3, Ketua Dewan Pengawas Keuangan .e.sesessrs eaieseaeene 250,98
4. Gubernur dalam Djabatan altip Panonspradjf..ecessses ; 2§O.-
5. Direkitur Kabinet PresideResscecsvesstogsssrasssnniss 4 225 o=
8. Yetua Balai Porsiyuan PINEELe veecery i osm s s inasass s ; 225 ,~
7' Sekl‘etaris Perdana IU.en'beI‘i..-....-o--.c.--....o.-o-. ’2250-
8. Kepala Kentdx IFusan PegaWalecececcsrseasessscssssvoas | 225,
9. Sekretaris Djenderal Dewan Perviakilan Rakjabeecsccse ¥ 175.~
104 ‘Sekretonis DEaan Donterl ;..vveess sndesss sabssnnsroy TLLlo s
11, Direktur Lenbaga Alat-alat Pembajaran Iuar Negeri ,. " 225.~
12, Sekretaris Djenderal “ementeri@f..isececsvsssosssese | 225,m

13' Thesallrier Djenderaloiuonnccngo ----- e s s e s ps RNt " 200."
14, Kepala Djawatan Lepolisian Negar@eee.eee-eesressesns ' 200.~
15. Kepala Djawatan Xereta APieecseeveecsses P R e SR (0 4 Y

16, Kepala Djawatan Pos,Telegrap dan 7elePONessesesssrss ¥ 200,~
17+ Xepalo Diowalion Pe S IONAN, s i srtsmsders o adabr 200
18¢ Xepala Djawatan Pusat jang organiek....... R e o) ol
190 THa-ll ICOta Djai;artaoco-c..uo ----- e e st es b s s YR WSS " 2500”
20. Regiden dalan GiabDallly BREIN: i sai it sve s ee s X200 o=
21, Bupati dalan djabeton BlEID. « e nsns sr s pis s fhirurat s KiDe=
22, Valikota jang digadji menurut golongan V¥Y/o: keatds..: ' .
dari P,G;P.1948 (ketjuall Walikotea Djakarta)isssiess T'175,.=
23, Walikota jang digadji menirub golongan V/ciiivieeses." 150,=
24, Viedana dalam aktip Pamongpradjacisii.iiisiisarciasea. 11004~
25. Assisten Wedana dalam aktip ‘Pamongpradjfescecssseese ' 504«

Pasal 2,

Apabila &alam hal jang luar biasa dan untuk kepentingan representasi
Jang chusus perlu dikeluarkan biaja jang melebihi djumlah tersebut dalac
pasal 1, maka sebelun pengeluaxan dilakukan dapetlah diad juken permintaan
untuk mendapat penggantian biaja jang tidek dapat dibajar dari ¢ jumlah tex-
maksud diatas,

Pegawai jang tersebut dibelakang aomor 4, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22
dan 23 dalan pasal 1, dapat mengad jukan permintaan itn disertai keterang=
an-keterangan jang lengkap dan anggaran biaja kepada lenteri Dalam Yegeri,
Jang mengembil pedundjuli keputusan sesuail dengan petund juk-petundjuk jang
akan dikeluarkan oleh Menteri Keuwangan, Pegawai jang lain, tersebut da=
lam pasal itu, mengadjukan permintaan tersebut kepada Menteri euangan,

Pasal 3,

Pegawai-pegawai lain, jang tidak tersebut dalam pasal 1 dapat ditun-
djuk oleh Perdana Menteri atas usul Menteri jang bersangkutan, sebagai
pegamal jang berhak meminta penggantian kerugian jang dikoeluarkan oleh
mereka untuk keperluan represemtasi setinggi-tingginja sed jumlah R.200, =
tiap=-tiap bulan, : .

Pasal 4.

1. Permintaan penggantian untuk keperluan representasi seperti termaksud
dalam pasal 3 harus diadjukan kepada Menteri jang bersangkutan diser~
tal surat-surat bukti jang diperlukan,

2, Penggantian pengeluaran itu hanja dapat dibajarkan, bila pengelunaran
itu menurut pendapat pembesar jang tersebut dalam ajat 1 sesuai dee
ngan kepentingan Negeri dan sesnai dengan Pedoman jang akan diberikan
oleh Menteri keuwangan, '

Pasal 5,

Dalam hal~hal jang belum diatur dalanm peraturan ini atau dalam hal
peraturan ini berlaku kurang tepat. mala Tentard enandam mencamhsd teao
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Pasal 6?

Pererturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari dluncdangkan dan ber-
laku surut sampei tanggal 1 Djanuari 1951,

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundang-
an Peraturan Pemerintoh ini dengan penempatan dalam Lembaran legara Hepu-
blik Indonesia,

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 laret 1951,
PRESIDEN RFEPUBLIK INDONLSIA,
ttd SUKARNO

PERDANA IIENTERI
ttAMOHLNIIAD NATSIR

, Diundangkan
pada tanggal 19 Maxet 1951, MENTERI KEUANGAN
MENTEFLIK WHAK IMAN ttd, SJAFRUDDIN PRAWIRANTGARA

ttd. WONGSONEGORO
Lemharan Negara No.34 Tahun 1951.

i iDAtakivalinan jal serupa,
]Kepala Bahagﬁgn ata Usaha,

PENDJRIL

PERATURAN PEMERINTALH Ko.22 TANUN 1951.

tentang
PEMBERILN TUNDJANGAN DJABATAN

Berhubungddengan terbentuknja Negara Kesatuan, maka divanéang perr-
lu untuk menetvapkan satu neraturan bharu. tentang pemberian’ tundjangan-
djabatan jang akan berlaltu untuk seluruh Negara Indonesia,

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka peraturan-peraturan daLulm
mengenai hal ini, Jjang termaktub dalam:

» Bljblad No,15052 sebagaimana diubah dan ditambah terachir dalam Nij=-
blad 15850,

m

b, surat Keputusan Presiden Republik Indonesia dula tangzal 15 Agustus
1950 No,41/1950,

¢, surat sanutusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dahulu tang-
gal 16 Agustus 1950 No,U.P.23/6/21, tidak akan berlaku lagi.

Kesempatan ini dipergunakan pula untuk memberikan tundjangan-dja-
batan 1tu kepada beberapa pemangku djabatan jang dahulu tidak diberikan
tund jangan itu, oleh karenha dipandang adil serta perlu untuk merska,me-
ngingat kedudukannja dalam masjarakat dewasa ini

Tund jangan~-djabatan dimaksudkan dalam pasal 1 dihecrikan setiap bu-
lan bersama dengan dan disamping gadji pemangku djabatan jang Lersang=-
kutan, sedang tundjangan djabatan termaksud dalam pasal 3 tidak diberi-
kan tetep setiap duwlan, melainkan hanja ajika diminta oleh pegawal jang

bersangkutan
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p
bersingkw*wn conprnt kasorlusn ~dengsn mernmrhatikan ketentuan dalam pa-

‘zal

Jang dimaksudkan dngan pegawai-pegawai tersebut dalam pasal 3,ia-
lah Kepala-kepala Djawatan Penerintah Pusat jang harus saring bsrhub
bungan dengan umum, atau lain<lain pegewal-tingsi pada Pemerintah Pu-~
sat jang diserahi pimpinan daa pengawasen atas lebih dari satu Djawa-
tan Pegawai-pegawal ini akan ditundjuk k=muéian dengan penetapan Perda=-
na denteri atas usul kenteri jang barsanghutan.,

Untuk salinan i35 sexn a,,
%eoala Bagian Tata Usaha,

L e /"T %,.,.r&/

‘/%&:;;;§Qg§;/ le,
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